
itas  Undang-Undang Nom

in Daerah (Lembaran
an 2015 Nomor 58, I

iblik Indonesia Nom

Indonesia Ts nun 2014 Nomor 244, Tambahai
Lembaran Ne pra Republik Indonesia Nomor 5587),

ratna telah beberapa kali diubah terakhir
Undar g-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Daerah (Lembaran Negara Republik
2     Tbh

denj^

Perubahan
Tahun 2014 t^ntang Pei
Negara Republik Indone!
Tambahan
5679);

ebagaimana
d

Pemeri ntahan

II RAHMAT -fUBAM TAHG HAHA BSA

BUPAT^ BOMBANA,

bahwa untukj^mencapai daya guna dan hasil guna
pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 4 Tahjun 2017 tentang Penertiban Temak di
Kabupaten Bombana maka perlu diatur dalam
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
diraaksud huiirf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bombana te^tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017
tentang Penertiban Temak.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi daii Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339J;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
Undang-Unda^g Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan j Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran N^gara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

TEWTAWG

BtTPATI BOMBANA
PHOVINSI SULAWESI TEHOGARA



Peraturan Pejnerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang  Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Prajaj
Peraturan Dairah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten  Bombana  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana;
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun
2017tentang penertiban Ternak;

MEMUTUSKAN:
PkRATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PETUNJUK
F EI^iKSANAAN  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN

OMBANA  NOMOR  4  TAHUN  2017  TENTANG
PiENERTlBAN TEfeNAK

J3ABI
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

d Perati ra n Bupati ini ya ig dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten B imbana.

2.Bupati adalah Bupati Bombt na.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah

sebagaimgna unsur penyelei gg&ra Pemerintahan Daerah.
4.Penertibari ^.dalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan

memeliha^a | ternak secara '• lntensii agar tercipta keamanan dan
ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.

5.Operas! penertiban yang selanjutnya disebut operasi penegakan perda
yang dilakukan oleh Petug^is penertiban secara terpadu dan atau
sistitn peradilan di tempat.  '

6.Petunjuk pelaksanaan adalah norraa yang digunakan sebagai
pedoman yajig harus ditaati oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja
dan petugai penertiban dalam meiaksanakan penertiban ternak,
sesuai dengan standar operasional prosedur, ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang

berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
7.Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil
ikutannya yang terkait den^ ji pertanian.

8.Temak Besar adalah sapi, ki ida, kerbau dan sejenisnya.

9.Ternak Kepiladalah kambini^domba dan sejenisnya.
10.Pemilik t^mak adalah stse ^rang atau badan usaha tertentu yang

secara hukum dapat berbua . bebas akan pemilikan ternak tersebut.

11.Pengemba a adalah orang j ing memelihara ternak, yang dipelihara.
bukan ole i [ emiliknya./



bagai bukti
kepemilikanL

(2)Ketentuan jld ^ititas ternak j dapat  disesuaikan dengan kebiasaan
lasyarakatj  iengan  mempjsrhatikan kesehatan dan/at

membuat hfl^

(3)Identitas temak dapat berupa iKartu hewan ternak sebagai bukti
tanda kepemilikan ternak dan/atau terdaftar dalam register ternak
Petugas Petin akan dan/atau jKepala Desa/Lurah.

^AB IV
PENERTIBAN ^DENTITAS TERNAK

Ifasal5
temak haru^ memiliki identitas temak s> hewin

-•^•tanT

n jld
iatj  <
thflwi

pemil
fctin

Ruang lingku^
a.penertiban Identitas temak;
b.penertiban kawasan tanpa t^mak;
c.prosedur penertiban ternak;

d.biaya penangkapan dan uang tebus<
e.penanganan hasil penertiban; dan
f.pengaw:

Bupa^ini terd
emak;!

F ^raturan

12.Tcrapat P^nbgembalaan ad^lah suatu lokasi yang telah ditentukan
dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus
sebagai tefnjfiat penggembalaan ternak.

13.Kawasan ita ipa ternak adalah lokasi atau kawasan yang dilarang
untuk me^^w lihara, menggenjibala dan/atau melepaskan temak secara
liar.!

14.Identitas te; nak adalah  aebagai bukti    sah tanda kepemilikan
temak yang berisakan idei^titas  pemilik dan hewan temak.

15.Pemeriksgar  Temak adala^^ prosedur tetap yang dilakukan secara
periodik %ei hadap hewan ! ternak di Kabupaten Bombana yang
dilaksana^aji oleh petugas yfMig ditunjuk.

16.Petugas adalah Anggota Satpol pp atau Kepala Desa/Lurah beserta
perangkatnya yang karena tugas dan fungsi atau jabatan ditugaskan
untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan penertiban ternak.

17.Pengawasanj   adalah pengawasan terhadap ras,  jenis  kelamin,
mutu, ji. m ah serta  kelengkapan dokumen ternak dan/atau
penertibai t :rnak yang dilakukan setiap waktu;

! BAB II
MAKSllfD DAN TUJUAN

•Pasal2
Peraturan Bu la i ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum

^ para pih^ k lalam pelaksan^an penertiban temak.

j Pasal3
Peraturan Bu] i i ini bertujuan i|intuk:

. memelihara populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan
dan ketertiban umum akibat gan^uan hewan ternak yang berkeliaran
secara bebas |di Kabupaten Bombana;

i. meningkatkah  keserasian, | keseimbangan,  kearifan  lokal  dan
pemerintahai^ yang baik; danl

. meningkatkan pengawasan, cjan menjaga kelestarian lingkungan, serta
mengatasi gangguan lalu linjtas dan pencegahan penularan penyakit
hewan terr al di Kabupaten Bombana.

BAB III
RU^ING LINGKUP



elalui

7k
feapol

.urah

dan uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam
n Daerah < Nomor 4 tentang Penertiban Temak,
unai kepada petugas dan/atau masyarakat melalui

Euang tebusan kepada  bendahara
setor ke Kas Daerah dan tidak melalui

rimaan Kecamaltan.
urah wajib m^mbuat  administrasi pembukuan

:nangkapan dsjn biaya pemeliharaan.

(1)Biayj
Pasal 24
dibayarkan
kepala Desa,

(2)Kepala desa/
penerimaan
bendahara p

(3)Kepala Desayt
tebusan, bia^a

i^i rah.

jnyarapaikanj laporan hasil pelaksanaan penertiban
Satuan Polisi P^mong Praja Kabupaten Bombana.

i] Petugas  yai ig
mpat dt n

^j    p(6)Waktu pelal^sanaan pe
siang dan m^laV hari.|

(7)Petugas yank ditunjuk membijiat berita acara penangkapan temak dan
berita acara: s :rah terima kep^ada pemerintah setempat sebagai bukti

adanya pelaijgj aran.i
ditunjuk mel^kukan koordinasi dengan pemerintah

p
ditunjuk untuk dilaksanakan.

d    tiap  hari, mulai waktu pagi,
ada petugas

jberwenang ataki Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

urat  perintab penertiban temak dan selanjutnya
^ dijkk dilkk

py pgg
selanjutnya . q lapor kepada atasan untuk ditindak lanjuti.

(4)Petugas mei yi apkan adminis^rasi, personil dan peralatan penertiban
ternak.j

(5)Pejabat yan;
mengeluark^n
diserahkan l^ej

ll^

lelakukan penangkapan/penertiban ternak di tempat
n langsung pelanggaran oleh hewan ternak.

:li kukan  pemeriksaaan  tentang  kebenaran  laporan
^rihal adanya ipelanggaran oleh hewan ternak, dan

(2)Petugas dapjal
apabila ditenpi

(3)Petugas  n '
masyarakat

(3)Aduan ma^yt rakat  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dapat
disampaikai^ secara   langsunjg dan/atau melalui call Center pada
layanan per<ga|duan pelanggar&n Peraturan Daerah pada kantor Satuan
Polisi Pamong Praja dan/atau pada kantor Kecamatan.

(4)Satpol pp tia am melaksanakan penertiban kawasan tanpa ternak
mbentuk t m reaksi cepa( penertiban ternak meialui Keputusan

Kepata Satu tn Polisi

I BABV1
PROSEDURlPENERTIBAN TERNAK

|' Pasal 7
lukan langsun^ atau adanya aduan masyarakat tentang

pelanggaranlol ^h ternak di wilayah Kabupaten Bombana.

i tanpamasyarakatjt^ ^tang pelanggaran oleh hewan ternak dikawas^
temak dapat c ilakukan penangkapan di tempat.

2017 tentang Penertiban Temak.
igas apabila mnemukan langsung atau adanya aduai

4BABV
WASAN TANPA TERNAK  -

!Pasal6
Teraak ber*da pada tempat-tempat tertentu yang

ia;airaana dimak^ud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah
Nomor 4 Ta^tu

(2) Satpol pp/^et



BABX
KETENTOAN PENUTUP

P^̂ sal 12
berlaku pajda tanggal diundangkan.

ig dapat menge|^huinya, memerintahkan pengundangan
iti  ini dengan j penempatannya dalam Berita Daerah
bana.|

Peraturan Bu

Agar setiap o
Peraturan bi

Kabupaten B

dan cknat
aberk^^.

oleh Dinas Pe
dan

(2) Kepala Dinftt
Praja di    '

:rhadap pelaksaBaan Peraturan Bupati iiti dilaksanakan
tantan Kabupatjen Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja
cait.I'

Pertanian Kabijipaten Bombana, Satuan Polisi Pamong
terkait mela^jorkan hasil pelaksanaan kepada Bupati

''•'!'•

jBAB VIII
PENANGANAN HASIL PENERTIBAN

| PasaI9
(1)Dalam peijai ganan hasil  tangkapan/sitaan berupa barang bukti

dari  pemilik ternak  untuK sementara ditempatkan  di kandang
penampungar sebagaimana j yang diatur dalam Peraturan Daerah

>r 4 Ta^\ n 2017 tentangiPenertiban Temak.
(2)Apabila man: liki bukti yang; cukup maka setelah memenuhi segala

kewajibann^a hasil tangkapjan/barang sitaan berupa ba^ang bukti
dikembalikan kepada pemililt disertai dengan suatu Berita Acara
yang ditanda tangani oleh p^tugas dan pemilik.

(3)Apabila  t^rjt di  kematian jdan/atau  kehilangan  barang  bukti
dalam ten^gtng waktu 10 j (sepuluh) hari  setelah diberitahukan
kepadanya^s^penuhnya menjftdi tanggung jawab pemilik.

(4)Apabila terjpd|i kematian hewjn ternak dan/atau kehilangan barang
buktd   maka petugas yang! ditunjuk wajib membuat laporan dan
membuat B^ri|ta Acara Kejad^h.


